
 

BERITA DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 53                 Tahun 2021 

 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 53 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 114 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 46 Tahun 2021; 

                      b.  bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Nomor 800/0870 tanggal 

30 Agustus 2021 perihal Permohonan Tambahan Anggaran 

Honorarium Panitia Seleksi pada Kegiatan Seleksi Terbuka 

Pengisian JPT Pratama Tahun Anggaran 2021, sehingga 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 



Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005                                                

Tentang   Dana   Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan   Keuangan   Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 825); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul  Tahun 2020 Nomor 15); 

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 114). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN 

ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  NOMOR  114 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2021. 

 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 

114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Nomor 46 Tahun 2021, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rp2.062.378.787.445,00 yang terdiri atas: 

a) Belanja Operasional; 

b) Belanja Modal; 

c) Belanja Tidak terduga; dan 

d) Belanja Transfer. 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.454.460.063.980,30 yang 

terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja hibah; dan 

d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp840.826.343.090,30. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp553.332.767.682,00. 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp37.323.181.208,00. 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp22.977.772.000,00. 

3. Ketentuan Pasal 21A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 



Pasal 21A 

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.332.767.682,00 yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Barang; 

b. Belanja Jasa; 

c. Belanja Pemeliharaan; 

d. Belanja Perjalanan Dinas; 

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; 

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; 

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp82.362.595.359,00. 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp243.800.443.822,00. 

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp26.708.390.134,00. 

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp40.857.076.663,00. 

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp6.892.915.000,00. 

(7) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp48.333.320.570,00. 

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) huruf g direncanakan sebesar Rp104.378.026.134,00. 

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c 

direncanakan sebesar Rp66.073.496.161,70. 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. 

 

        Ditetapkan di Wonosari 

        pada tanggal 1 September 2021  

        BUPATI GUNUNGKIDUL, 

               ttd 

             SUNARYANTA 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal 1 September 2021 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

  ttd 

   DRAJAD RUSWANDONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 53       
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